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MK Hapus Pensiun Seumur

Hidup Bagt Anggota DPR

MAHKAMAH Konstitust (MK)
menghapus kelentuan pensiun
seumur hidup bagr anggota DPR.
MK juga memberikan waklu dua
lahun kepada pemerintah dan
DPR untuk menyusun aturan baru
lerkait hak kevangan pimpinan dan
anggola lembaga linggn negara.
Putusan tersebut dibacakan Ketua

MK, Suhartoyo, dalam sidang per-
kara Nomor [91/PUU-XXII12025
di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta,
Senun (16/3/2026).

Dalam amar putusannya, MK
menyatakan Undang-Undang No-

mor 12 Tahun 1980,
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Tentange Hak K ouasngand Acdrmimistrat ]

Pimprinan dan Aoangerota Lemmbaga Ter—
tingrin MNogara imnkonstitusion:al boersyarat
terhadap Undangs-Undang Dyaasar Ne-
mara Republik Indonesia Tabhun 1945,

Orleh karcna itu.,. ME moemoermmtabkan
premernnniah dan DPR untuk mmensyoesum
undang-undangs baru terkait hak keoaa-
nizan puanpinarn lombasa tingeon noeorara
=oria mantan pirmpinan lembasa tingsen
negrara dalamm jangka vwakou paling lanna
dua tahun sejak putusan dibacakan.

“Lembaran MNemara Republik Indore-
=1z Tahumn 950 Nomor 71, Tambahan
Lembaran MNegrara INommmeor 3 1 22 bertern-—
tangzan dengan Ulndangs-Ulndan e Dasar
MNeomarn Republik Indonesia Tahuan 1945
dan tidak mempunyal kekuatan hukoonmn
menoikal secara bersyaral sopanjangs
tidak dilakukan pengoantian dengEan
undang-undang barua dalann weeakio pa—
lings lamea dua tahun sojak patasan a guco
divcapkan,” kata Subartoywo.

MK gugsa rmenegaskan babhwa keten-
TLLETE ITRCTHAECTIZA] LEIe pensiurn bagi parm-
Prinan dan angrowa DPR serta lemmibaiiza
ltingel negara lainnya retap berlak
hingisa undango-undangs barae dibenrek.
cdhengran batas wwaktu mneaksimal doe tabwan,

Jika dalanmn: kurun waktu terscbut
tdak ada pengeantian undang—wundargs.,
maka ketentuan hak kewuangan terkait
prensiun PR tidak lags mnaernabhiks ke-
kKuatan hukormm.

“MMoemernntahkan kepada pembentuk
undang-undangs untuk melakukan
pengoantian dalamm jangka wseaktiua pa-
I larma dua ambhoun sejak putusan
dincaplkan.™ war Subhamoso.,

Mlonanimapl putusan terschut, Badan
L ecgmmislas=i (Baler) DPR RI menyatakan
akan menindaklanjuts putwusan MK
dengan rmengsatur ulangs Keteniuan mee-
ngenal hak kewangan pimpinan dan
angrerarta lermbaiza Lingrsss megrara.

Whiakill Ketwua Baleg DPR. MDMartim
Mlaamurimg mengatakan, DPR saat and
masih moempolajan sccecaran menyeluruh
putusan terschbut. Pada prnsiprsyca, el
merminta agmar aturan dadann T MNormor
12 Tahwun 1980 discsuaikan dengan
Kormdi=i terkini.

“Soekilas, pada mtinyya ME o mmerman-
dang perlu dilakukan formeualass alangs

secsual perkembangan dan kondisi
terkiim terhadap UL Nomors 12 Tabhun
19807 ujar Martin.

Ia menjelaskan rewvisi: undang-un-
dang tersebut dapat dilakukan tanpa
harus menungsa poerubahan Prooram
Legmislas: MNasional (Prolegnas). Hal
ini dimungkinkan karena perubabhan
undano-undangs vang boerkaitan dengan
putusan WMIE dapat dirnmasukkan dalam
daliar Kumulatif terbubia.

“Karena sudakh ada putusan RS
terkant LITT MNomeoa 1 2 Tabhmuoanm 9RO, ke
porubahan UL tersebut masuk ke dalanma
dafiar kummualatiffierbuka schingoa dapa
daresas=i di Tuar Prolesnas”" jelasnya.

Sementara itu, Pengamatr Politik
Efriza menilail. putusan MME yvangs
mengzhapus sKoma pPensiun Sourrrur
hidup bags angoola DPR schagal kabar
bank bag masyarakal.

MMenurut dia. keputusan terscbut
lavak diangeap sebasan ““hadiah™ bagws
publik - di bulan Ramadan, teruatamea da
tengah rondahnya tingkat kepercasaan
masyaralal terhadap DPR.

“Eloputusan Mahkamah Konstituass
wvano mengshapus skerma poensian seurmur
hidup bagil anggota DPR lavaknwa
hadiah bag publik di bulan Rarmadarn.
Jika mencerman kepercayaan publik
terhadap [DPR vange cenderungs berapor
merabh, maka putasan MMED ina disamban
moembira oleh publik.™ kata Efri-a.

Ia moenilal putusan terscbhutl menun-

Jukkan kepekaan hakim kKonstitwusi

dalam mengoreks: prakiuik prmiwvilese
paolitik vang sclama ini dimalan tidak
sejalan dengcan prinsip keadilan lskal
dan ctika jabatan publik. ""Putusan
it adalah bentuk kepekaan hakim
kKonstitus: wang mengorcksi: prakiik
prvilese polhiuk yang tidak sejalan de-
ngan prnsip keadilan fiskal dan etuka

Jabatan publik.™ ujarmya.

henurul Efrisa, jabatan lemishaonl
serjak asveal scharusnyvva dipabami sebagsai
mandat politik vans bersifar perodik.
bukan scecbagal profe=i kKarier yang
otormaltis berhak atas jaaonmman pensiun
PEeErTNancil Sepertl aparalur T sl ra.
Izaa mmrenilan putusan ME berpotens:
memperkoat pesan baleea politnk harmas
kembali diposisikan sebagar bentuk
penmabdian kepada publik, bukan
sebagal sarana mengak uinrmulas: fasilitas
neara. | EYU
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